
4. Undang-undang . 

283i) ; 
Nomor 

,..,,,..,. 
LL, Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 

Tambarian Lembar an Nega;-a R.epublik Indonesia 

Ketentuan-ketentuan Pokok Pe r t ambarrqart (Lembaran 
ten tang ii r-.. .,- -. 

.1.70/ 11 Tahu11 3. Undang-undang Nomor 

2043 ) ; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

l'i --'-- ·--- \. Lt:llllUd I d.11 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 
ten tang 1960 "T"" - L.. · I C\I IUI I 2. Undang-undang Nomor 5 

Republik Indonesia Tahun i950) 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara 

dalam Daerah-daerah Pembentukan 
Tahun 1950 tentang Nomor 1. Undang-undang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
.L. - ·- - - L.. _,A- l.ti f ~t::5;.JU t., diatas, per Lu maksud b. bahwa untuk 

---~--~----- ~----~ µt::J t,dlltUdfJYdll Ud~f QII ; 

··- - L - U~d.l Id. mengatur pandang Pati, di 
pe r t ambanqan bahan galian golongan C di Kabupaten 

terhadap usaha pengendalian dan 
dalam pembinaan, pengawasan, a. bahwa 

BUPATI PATI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BAHAN GALIAN GOLONGAN C 
USAHA PERTAMBANGAN DAERAH 

TENT ANG 
NOMOR 10 TAHUN 2002 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 

Mengingat 

a... __ ._. --- 
l"lt:lllJ.IIIIJC\11~ 

.... -,,. 



Peraturan il. 

Negara Nomor 3952) 
Indonesia Tahun 2000 Nomo r 54, Tambahan Lemoar an 
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 

r-. .. __ • 
l"'I Uf..J.J.11:::>.J. Kewenangan _. __ 

Udll Peme r Ln t ah 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

= , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun t999 tentang 
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembar 
an Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 

i~u111ur 60, Tambahan Lembar an Negara Nomor 2916 ) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang 

246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ); 
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

(Lem- J __ n-~-=L-.-= ~----L Udl I r<;~ r.r .L UU~.L Udt:H di I Pajak Daerah ten tang 
1997 11 .. ~... .- - L. .. ·- 

.LO I dllUII Perubahan Atas Undang-undang Nomor 
ten tang Tahun 2000 ... _ 

l'IUIIIUI 7. Undang-undang 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
••--· .L-.:. a • ru::JJUU.L .J. ts. Negara /'t --L - ·- - - \. L.~IIIUd I d.11 Pemerintahan Daerah 

1999 tentang 22 Tahun Nomor 6. Undang-undang 

' L~111u.:1r .:1.11 Negara Republik Indonesia Nomor .3699 ) 
Tambahan Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, 

(t.emba: d11 Negara Hidup I ~ - -S .• ·- - -· - L.J.I IYl",.UI 1ya11 Pengelolaan 
ten tang 1997 .. -..7 ,-_L .. - 

L..;;) I d.llUII 5. Undang-undang Nomor 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
Tambahan Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Daerah dan Retribusi Daerah 



Bahan e. 

Gali.an Golongan C; 
.-·,._l-,_ __ 
Odlldll dan ~111u(11.ian, p~11ya11gi<.ut-a11 dan penjualan 

Dalam Peratura.n Daerah ini yang dimaksud dengan 
a. Peme r i n t ah adalah Peme r i n t att Kabup.aten Pati ; 
D. Bupati ada.lah Bupati Pati ; 
c , Din.as ada l.ah Din.as yang membidangi JJtH ta111ud11ya.11 

di Ka.bupaten Pati ; 
d , Usaha Pei-t.amb.angan Dae r ah Bahan Gali.an Golo11gan C 

yang selanjutnya disebut Usaha Pertambangan 
Daerah adalah Us.aha Pertambangan yang terdiri 
dari us.aha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERTAMBANGAN DAERAH BAHAN GALIAN GOLONGAN C. 
TEt~TANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 

M E M U T U S K A N 

Daerah Kabupaten Pa.ti. 

15. Pe r a t ur an Daerah Kabupaten Pati Namm- 6 Tahun 
2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas 

c ; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pa.ti 
Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Galian Golongan 

Nomor 3 Ta.hun 1989 tentang Penyidik Pegawai 
t~egeri Sipil di Lir1gkur1ga11 Peme r i n t an Kabupa t.en 
Daerah Tingkat II Pa.ti ; 

13. Pe r a t ur an Daerah Kabupaten Daera.h Tingkat II Pati 

.-. ·~ - - : _J - - -- I"' I t:::::d. Ut::11 , 

Ro.11Canya11 

i{c,µu i...u:::>at I 
dan Berrt uk F,,a, ,1_;.,,,11yan Undang-undang, 
Pe r a t ur an P1::111t::( Lnt ah dan Rancangan 

12. Keputusan F-, 1:::::.id1:::11 Nomo r 44 Ta hun 1999 tentang 
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 

.- __ L_L __ 
I c\lllUdl ldl I Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 

Negara Nomor 4154) 

Republik 
Lemba r an 

Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan 
Undang-undang Tahun 1969 tentang Pelaksanaan 

Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang 

- 3 - 



p. Analisis 

o. Tenaga tehnik/Ahli Pertambanga.n adalah tenaga 
03 JJt::r t ambanqan minimum lulusa.n tehnik/ahli 

Miner-alogi. 

l . - - - - I . - ·- - - - - - - Kt:'.'d.l lt::.._d. I dYcllllcll I 

n . Pajak adalah paj ak JJt:myc:uub.i lG\11 dan pengolahan 
pertambangan bahan galian golongan C; 

memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan 
menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap 
secara bijaksana dan bagi s.umbe r daya t.er bar ut 
sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya 

pengelolaan adalah Sumber Daya Alam t r • __ ... 
!'.UI t~t::I Vd.~.J. m. 

meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan 
a tau kemanfaatan mengembalikan mempe r ba i k i , - 

-- ,. .= - - ycu . .J.d.11 

l. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan 

bahan pengolahan dan pemur n i an :._ __ .,:-, 
lld::::..J..J. dan galian 

k. Penjualan adalah segala usaha µt:111juc1.la11 bahan 
pengolahan dan JJt::111L11 , 1.ict,, ; 

tempat dari wilayah eksplorasi atau 
bah an galian 

galian 

bahan pem i I tddj Id.I I usaha ____ .. _ 
::::.t:: y c:U. d. adalah J. Pengangkutan 

terdapat pada bahan galian 
yang rnemanfaatkan dan 111t::111JJt::1 o l eh u11::::.ur -u11::.ur 
untuk me.mJJt::r i.. . .i11yy.i mut.u bahan galian 

1.. Pengolahan dan µt:nnur n i an adalah peker j aan unt.uk 

..z:, __ ...._, ·- 
! c\d. L-1'>..ctl 1111 ty d. 

maksud untuk menghasilkan bahan galian dan meman- 
dengan pert.ambangan . -- - .._ - u:::,.ct11ct adalah 

__ "'I;:. __ - 
y,:U. 1.d.l I , 

teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan 
untuk 

penyelidikan adalah g. EksplOi-asi 
-·--'-- u::.G\lld sebagian tahap 

ot:::r Ls i k an wewenang untuk me Lakukan semua a tau 
yang disebut SIPD adalah kuasa pertambangan 

f. Surat Ijin Pertambangan Daerah yang selanjutnya 

e. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang 
bukan strategis dan bukan vital ; 

4 - 
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c , BUMi"t ; 

a. Perusda; 

b. Koperasi 

--'-1t-L. 
d.Ud.ldl I Perta.mbangan Daer-ah Subyek Us.a.ha 

Pa.sal 4 

pe r t.ambariqan bahan galian golongan C. 

Obyek us aha Pe r t ambarrqari Dae r ah adalah setiap us aha 

Pas.al 3 
OB'{EK DAi't SUB'{EK 

BAB III 

pengenual .i.an dan perie r i...i.L>ct1, t.er hadap us aha per· 

tambangan bahan galian golongan C. 

Badan d. 

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini 
1Jt::1l1Ui.11ctdl I, 

__ .. -1 ... 1. __ 
lllt::.l ctl'.U"ctl I untuk --1-'"l-L 

d.Ud..l ctl I 

2 Pasal 
-r, • .. r• .,,,.... ""' 
IUJUHl'I MAKSUD DAN 

II BAB 

mengikat. 

Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut 
dokumen UKL/UPL adalah rencana dan atau pedoman 
kerja yang be r Ls I program pengelolaan lingkungan 
yang dibuat sepihak oleh pemohon dan sifatnya 

keputusan diperlukan bagi proses pengambilan 
tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan 

q. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya 

dampak besar dan penting suatu usaha/kegiatan 
yang direncana.kan pada :i.i.,,~ku11ya11 hidup yang 

mengenai ka.jian _ _._,. -L. 
d.Ud..l d.11 jutnya disebut AMDAL 

p. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selan- 

5 



;- . Mika 

q. Magnesit 
p. Leosit 

..., __ ;,:_ 
f\dU.l..l.11 o. 

m , Gips ; 

k. Grafit 
J- Garam Batu (Halite) 
i .. Feldspar ; 
h. Dolomit; 

-,_ - . -· - • .J- - 
Ot::11 L.UI 1.1. l-~ g. 

T", Batu Penna ta 
e. Batu Apung; 

··-----.i..- 1-"t:: r mo L.d. 8d ~·J setengah c. 
-.- .. ,:: - 

11..U • .l.'=> 

a. Asues ~ 
Jenis bahar: galian golongan C adalah 

Pasal 5 
JENI~ qAHAN GALIAN GOLONGAN C 

ini dipihak lain. 

,-, . 
l""d.:::.ct.l. pt::, ur a1rya11 t.e rs ebu t pada hur uf ::-,, d dan c 

at.au Swa:::,;+-a. Bad.an Hukum dengan 
·- .:!. L. - i. U.l.lld.r.. negara/BUMN dan at.au Pemda/Perusda disatu 

f_ Perusahaan dengan modal bersama antara warga 
terdapatnya Bah.an Gali.an Golongan C 

temp.at di tinggal ,_ - -- - -- - - .L.. !...It': I t, t: Ill fJd. l, yang --· - -- -· I . - lllt: I t: r..a 

ber t.emoa t ti1,ggal di Lndorress i a der,gan 111~1,yui.d~a,1 

...l.:!.L~..Ji---- ----...L.---'------ - U.1. 0.1.04i IY f.Jt'.::f l..dlillJd.11!:,ld.l i , 

e. Peroo~ngan yang berkewarganegat-aan Lndoness i a dan 

tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha 
yang berkewarganegaraan Indonesia s er t a ut::f i..1::111µc1.t 
be r kecludukan di Lndone s i a , 1111::lllfJUIIYct.i fJl::::11!:JUI u:::, 

,- - -· - - - - ... - .l. I IUUI lt:::::.J.d., 
r•--· .L.I ~ r , l"\t:jJUIJ.L .Lr,. Peraturan perundang-undangan 

_J _ 

Ut::1 IYdl I sesua1. yang didirikan Hul<;um d. Bad.an 

6 

- 



1n1 dilakukan ulc:h µt:(u1ct11yct11 dan ata.u Badan 
Hukum yang sama maka kepada yang bersangkutan 
da.pat diberikan 1 (satu) SIPD. 

(3) Apabila sebagian dan a.tau seluruh kegiatan usaha 
pe r t ambarrqart sebagaimana dimaksud ayat (2) Pas.al 

I 

I 
I 
I 
I 

II 

.-.--~---"'\ -- t't:IIJ Ud.J.d.11 • 

Pengolahan dan Pemurnian, 
Eksploitasi ; 

., "1: .:. 

C.14.:C,[J.l.Uf d.::.J. a. SIPD 
b. .... -e- r1r-... ;:).1. t"'LJ 

c. 1--..""I"'r.r .... 
;::, J. l"'U 

Cl. «<-r r-a-»: 
;::) J. l'""LJ 

e. ~-r.-.r ... 
..:>J.l"'U 

meliputi : 
Pasal ini (2) SIPD ::.t<ba.ya..i.111a.11a. dimaksud aya t (1) 

dit.unjuk yang diberikan dalam bentuk SIPD. 
Pejabat yang ... _ -- - ..L.:. 

OUj,.Jd. L..l harus aengan ijin 
(1) Setiap usaha pertambangan bah.an galian golongan C 

Pas.al 6 
Wewenang Pemberian Ijin 

Bagi.an Pertama 
PERI JINAN 
BAB V 

ah. Zeolit. 
ag. Yarosit , 

/ - , - -- '\ \. d..1. UIII) Tawas ae. 
liat; Tanah ad. 

ac. Tana.h dia.tome; 
ab. Tanah Serap; 
aa.. Talk; 

Z. F-icu:::,fJd~ 

··- -- , .:. ..L - l'""C: I .J.. J. L- , y. 
Pa.sir kwars.a x. 

Kerikil dan Batu .. -. __ .:. ·- 
t""d.:=..1. r • w. 
i""\.i - - ·- - Ul'l.t: I , v. 

u. Obsidian, 
t. Nitrat 

r. Mika ; 

-, 
I 



b. Salinari .. 

Te r ba t.ass ; 
F~C::>t:H Udl I Kehakiman bagi Menteri oleh 

a. Salinan Akte Pendirian yang telah disahkan 

(1) Per~ohonan untuk mendapatkan SIPD bagi Pt::ru::::,c::1- 
haan/badan hukum diajukan secara tertulis kepada 
Bupati dengan mengisi formulir yang telah di 
sediakan dengan dilampiri : 

Pasal 8 
Tata Cara Permohonan SIPD 

Bagian Kedua 

6 ayat (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku untuk 1 

(satu) jenis bahan galian golongan C. 

Setiap SIPD yang d i.be r i k.an ::::,c:uayd.i111a11ct dimaksud Pasal 

Pasal 7 

peJaDat yang ditunjuk untuk dan atas nama Bupati. 
ut::rmt:::te(a.i. cukup yang diketahui oleh Bupati atau 

L-"t -L 
IJt::: ..l d.11 Acara yang ditandatangani olh kedua 

tertulis dari Bupati, dan dilakukan dengan Berita 
ijin dapat dipindahtangankan kecuali ~.: _l_t. 

l,.l Uct t\. 

(6) SIPD ::::,t::bayai111c::111ct d i mak s ud ayat (1) Pasal ini 

a = - - I ... - - - - - - ·- .L. - i . - - - - - .. - - - - - - l- - - ..l ..l 11!::JKUI 1yat I ::::,t::, I l,d l'\t::llldlllJJUdl I JJt:llllUI JUI I. 
faktor -= sz »: ....... '::>..l Id l, bangkan 

::>t::r- i...a mas a Lal I lingkungan h i dup , dengan mempertim- 

Dinas/Instansi yang t.er ka i t dalam hubunqannya 

dengan adanya hak atas tanah dan masalah gangguan 

mendapat setelah diberikan 
Pasal 1.n1 (5) SIPD ::::,t::uagc1.i111a11a dimaksud aya t 

orang dan atau badan hukum yang be r beda , maka 
111a::::,i11y-111a::::,i11y i<.t::yiai...a11 us aha pertambangan d i be r L 
kan 1 (satu) SIPD. 

( 4) Apa bi la kegiatan us aha pe r t.ambancan ::::>t::bayaimcu 1a 
dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh 

8 
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r"'' •·- ....... - ...... ) t't:: l,d, - - - - • - 

r m . 

Pasal tersebut huruf h sampai dengan j ayat (1) 

sebagaimana - - --.l.. - ::,.1:: I L.Cl 

dengan meng1s1 formulir yang telah disediakan 
Bupati SIPD diajukan secara tertulis kepada 

µt::1111uho11a11 unt.uk mendapatkan (3) Bagi µt::1 ur a,1yG1.11, 

rekomendasi dari Din.as Teknis. 
----1---4i--- lllt::11Ud.f.Jd l.t<.d.11 harus a I Lr an sungai _; - - -- - L. Udt:: I d.11 (2) Khusus 

L •• L.!.....! 
UUI". L..L foto copy KTP dan atau dengan dilampiri 

Jam1nan 1::i<.::,.µ:i.u, a::,..i bermaterai cukuo , 

Pernyataan J . 

1. Salinan NPWP; 
h. Rencana kerja Eksplorasi dan atau 1::k::,.ploi.LG1.::,.i., 

Ijasah terakhir ; 

tambangan be rma t.e r a i oukup d i Lamp i r i dengan 
~-L-: I- 1-L."¥ ~ 
L.t::1111.L I'./ di I.L .L dari tenaga 

SIPD; 
pt::( i...a111ba11yG1.n dan seki t ar nya yang dimohonkan 

__ -...:: _ 
::,.ct.L .LI ldl I daftar riwayat hidup, salinan KTP dan 

wilayah .!..------- -- 1..Uf.JUY I C\ I .L situasi dan atau peta r . Pe t a 

di luar Kabupaten sili 
pemohon ijin yang berdomi- 

Kantor telah mendirikan Surat f.Jt::r 11yai...ac:u1 
Cabang di Pati bagi 

B. 
Pemerintah; 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Bank r:. .. -~ - .,;.... 
.:>UI es i, d. 

bagi Koperasi setempat Perdagangan dan 
Perindustrian, Dinas pad a 

tel ah yang Pendirian Koperasi r .. _,.: _ 
.:ld.L .LI Id.I I c. 

Pengadilan Negeri setempat bagi Persekutuan 
Komanditer (CV) dan Firma 

d i da f t.a r k an oada register- kt::f.Jd.ni. t.e r d.d.11 oada 

b. Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang telah 

,..., 
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• .. __ s __ 
ooyJ.dl I •••••• 

r: ... ~--- ,..._,._.~- 
U.1.110~ lt:::Kll.1.~. 

111e11j,:H.ij_ kewenangan BUMN, har us meridapa t ijin terlebih 
dahulu dari BUMN yang bersangkutan selain SIPD dari 

golonga.n C da l am kawasan hut an yang µt:::11yeiulaa1111ya 

__ ,_:. __ 
':::jd.J..l.d.11 bah.an mengajukan pertambangan yang Pemohon 

Pasa1 10 

pt:::ratu(<:1.11 ya11y berlaku mengenai UKL dan UPL. 

(4) Kriteria us.aha da.n atau kegiatan ~t::bayai111a11ct 

dengan 50 ha wajib menyusun Amdal .. 
L- - - -~ - -- - Ut:::~ct f ~dllld luasan terbuka dalam satu lokasi lebih 

dalam diatur dimaksud ayat (1) Pas.al 1n1 

(3) Jenis usaha/kegiatan µer i..amoa11yct11 yang mempunyai 

Untuk jenis us.aha at.au kegiatan pertambangan yang 
mempunyai luasan terbuka kurang dari 50 ha wajib 

f") \_L 

menyusun dokumen UKL dan UPL. 

dokumen Amdal, UKL dan UPL. 

(1) Khusus pertambangan terbuka a.an at.au di daerah 
aliran sungai (DAS), pemegang SIPD wajib menyusun 

Pas.al 9 

yang terdahulu. 
pert.am.a mendapat penyelesaian .ad.al.ah JJi::::1muhu11ctn 

yang yang memenuhi syar.at, m.ak.a ------1----- JJt::: I IIIUI IUI Id.I I 

(6) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa 

1 (satu) per mohonan SIPD. 

(5) Satu wilayah pertambangan maksimum 50 ha diajukan 

50 Ha , -1-.! 1-. _J_ ---= 
J.t:::LJ.l.11 Ud.l .l. luas wilayah b. 1 : 10.000 untuk 

50 Ha; 

jukkan bat.as-bat.as yang jelas dengan skala 
a. 1 : 1.000 untuk luas wilayah sampai dengan 

( 4) Pe t.a si tuasi wi Layah JJt:::f t ambanqan ~i::::u<1.y<1.i111<1.11a 
dimaksud ayat (1) huruf f Pas.al ini harus menun- 

. ,--.. 
J.V 



Dinas/Instansi terkait; 
b. Memelihara 

dar i pe t.un.j uk dan yang i<..t:: l.t:: I I l. UG\ fi 

keselamatan tenaga ke r ja pe rt.ambanqan , p~11Qdmo11a.11 
teknis dan lingkungan hidup serta mematuhi 

dan kesehatan ...,,t_'\ _, , _ 

l"lt:: .l cl K:::.c::11 IG\ l<.c!.11 a. 
Pemegang SIPD wajib 

··---· ;-, l"'a:::..:u. .l0 

.- ... - - .:: - - ·--- - ... : -h - oay.LG\11 f'\t:::.J. .llllG\ 
Kewajiban Pemegang SIPD 

µ~1111c::y<:111~ hak kepada Bupati selambat-lambatnya 3 
(tiga) bulan sebelum masa berlakdnya berakhir 
dengan m1:::ld1111..1-i r kG\11 pe r syar a tan-pe1-syaratan 
'=>t:i..>c::1y<:1.i.111ct11a d i.mak.s ud Pas.a I a Pe r a t ur an Dae r ah 
1111. 

oleh diajukan /' A '\ So - ·- - - i- - - - - !,_'+) t't.H IIIUI IUIIG\11 

J' -1 •• - '\. 
\. UUG\) 

lama 
(lima) tahun dapat diperpanjang maksimal 2 
ka11, setiap kali untuk jangka waktu paling 
.3 (tiga) tahun. 

dan 
5 

p,:n 1ya11ykuta.11 
jangka waktu 

SIP[/ pe11golahan dan pe r 111ur 11.1d1i, 

penjualan diberikan untuk 

waktu paling lama 1 (satu) tahun. 
maks.imai 2 (dua) kali, setiap kali untuk jangka 

(2) SIPD Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu 
mak s i ma I 5 (lima) t.ahun dan dapat u.ifJi:::fµcu,jdng 

(1) Guna melaksanakan e~sploras.i dalam rangka 
menyusun studi kelayakan, Bupati dapat memberikan 
SIPD eksplorasi selama 2 (dua) tahun dengan 
kemunqk i nari µt::(µ,:rnja11yct11 2 (dua) kali unt uk 
jangka i."iaktu 1 (s a t.u) t ahun yang diajukan s ebe Lum 
berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan. 

Bagian Keempa.t 
Jangka Waktu dan Pt:::r µcrnja11yct11 SIPD 

Pasal 12 

Luas wilayah SIPD di t.e t apkan sebagai ber i kut; : 
a. Urrt.uk oer or ancan seluas maksimal 10 Ha un t uk bahan 

galian yang sejenis dalam satu lokasi : 
D. Untuk badan hukum seluas minimal 10 Ha untuk bahan 

galian sejenis dalam satu Lok as i d i bet .ii,...ct11 satu 
SIPD, sedangkan untuk yang berbeda lokasinya dapat 
diberikan maksimal 5 (lima) SIPD. 

··-- - .., ... -i l""d.:::.d.J. .J..J. 

Bagian Ketiga 
Luas Wilayah SIPD 

• 



(3) Selambat 

dikeluarkan dalam bentuk Keputusan ini Pas.al 

memberi kan alas.an yang dapa t d i pe r i...a, 1yyuny 
t.ahun 111t:::11Qi rerrt I ka11 us aha µt:H ta111ba11yG\11 t anpa 

(aua) bulan setelah u.iut:::r .i k an ijin a t au 2 
us ana pe r t ambancan dalam jangka waktu 6 (enam) 
i..t:::,-~G\11tu111 dalam SIPD :::,t:::( i..a t i dak . melaksanakan 

r < " l s. ) (2) Pencabutan SIPD :::::.t:::uaga.i.111a11a dimaksud ayat 

Peraturan Daer.ah 1n1 dan/atau ketentuan yang ~I 

yang bersangkutan 
jangka waktu yang tel.ah ditetapkan dalam SIPD 

berakhir __ ...... _. - -- :::::.t:::~..lUIII b. Dikembalikan pada 6upati 

a. Masa be r Lakunya 1J1n tel.ah be r akh l r dan t i dak 

dalam karena melanggar c - G.i~G\UU i... 

(1) SIPD tidak berlaku lagi karena. 

Masa oeraki,.irnya SIPD 
Pasal i4 

Bagi.an Keen.am 

g. Mematuhi syarat-syarat yang tercantum dalam SIPD. 
SIPD _J_, - UG\..ldlll t.idak disebutkan 

atas i=-t:::rdc1.yanya11 dan Koperasi 
Dinas Cq. ..... ·- - .L.: OUJJGI. l,..l laporan kepada f. Memberikan 

sekali kepada 8upati ; 
bulan (tiga) setiap usahanya __ .., ------- ---~- ·- IJl::..ld.14.:::::.G\lldG\IIIIYG\ 
at.as secara 8. i·it:::mut::: ( .1 i--G\11 

reklamasi dan revegetasi ; 
d , Melakukan oenanaman kembali/penghijauan/n~boisasi 

telah ditambang dan/atau reklamasi ; 
tan.ah yang 

mencegah kerusakan tanah dan jalan; 
c. Mt:::ngt:::mu<:1l.ii-.G\11 tanah/menimbun kembali 

b , Memelihara t.anah , t armas.uk penambahan kes.uour an , 

.. '"" ..LL 



(2) Dalam . 

segera me Lapo r kepada Bupa t i , 
kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta 

wajib SIPD '--= -l. -- I IJ.UUJJ, 

dapat 111t:i11.i.111uulkan bahaya dan merusak lingkungan 
----1-- u:=.alld. pelaksanaan l'-t'\ "'--L.-="'l- -1_, __ 

\...l.) Hl-}ClU..l..ld. Uel..lG\111 

Pasal 16 

alas.an yang dapat dipertanggungjawabkan. 
l.aporan kepada Bupati dengan disertai alas.an- 

pemegang ijin nar us 111t:m1b1:::r .iko.11 dapat dimulai, 
::::.t:iuaye1.i111el11c1. dimaksud ayat (i) Pasal ini belum 

SIPD dikeluarkan. 
dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak 

(1) Pelaksanaan us.aha pertambangan Daerah harus sudah 

Pasal 15 
PELAKSANAAN USAHA PERTAM8ANGAN DAERAH 

,~-. 
V..l BAB 

bulan (enam) ,. 
0 dalam jangka waktu ,"r.,'\. A--L.!"l- 

1._L) HfJd.U.1. .1.d 

Ka bupa t en , r: 
Pemer-i nt ah lamp.au maka menjadi milik ..L -1 - L 

L.t:l.1.d.li 

(4) Apabila jangka waktu untuk pengambilan segala 
sesuatu ::::.t:iuctyct.i.mcuia dimaksud aya t (2) Pas.al ini 

dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu SIPD 
yang bersangkutan masih berlaku. 

tel ah ua.11yu1 ,ctn yang ..,_ - 
Udll benda-benda i-- -· ·-,:: Kt:n.;uct.1. .1. 

pertambangan, wilayah dalam 

pemegang SIPD yang bersangkutan untuk mengambil 
segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih 

8upati menetapkan jangka. waktu kepada 
eksploitasi SIPD atau 1 berakhir, 

be r akh i r , 

(3) Selambat-lambatnya 6 (en.am) bulan SIPD eksplorasi 

, 



Pasal 20 

dianggap telah menyetujui. 

(3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak 
tanggal diterimanya pemberitahuan, pemegang ijin 
tidak memberikan keterangan yang bersangkutan 

tertulis adanya penciutan wilayah pe( t ambanqan 
::::.t:::bd.ya.i111a11e1. dimaksud ayat (1) Pas.al ini kepada 
pemegang ij in bahwa sebagian wi lay ah f.Jt:H tambanyd.il 
yang dikelolanya akan diciutkan. 

secara memberitahukan ijin/Bupati (2) Pemberi 

sei...Janding dengan luas wilayah pertambangan a.tau 
sebagian wilayah pertambangan dipergunakan untuk 
kepentingan umum, maka pemegang ijin atau pemberi 
ijin dapat menciutkan wilayah pertambangan. 

tidak produksi yang dihasilkan ~. __ , - L 
J UIIIJ.<:1.11 (1) Apabila 

••••i.,-..,71 iTA'i..l l,ITl A\.1"Ali r,r·.- .. -.;... ..... 9-.,n.~il,-..,;..,1,.i 
l"'C.l'lv..LV I Hl'I Wl. LH T Hn l"'C.I"( I Hl"IOHl'IUHl'I 

BAB VII 

peledak harus mendapat ijin yang berwenang. 
bahan ----.:! --'-L-'-------- 1,}~llf..l I IUGI I I L..d I tyd I Id I I 

..., __ 
Udll j..J~I IYYUI Id.di 1, 

pengangkutan, penimbunan, JJC: 11y ..l III JJd. I Id. I I , 

...... 
J.O Pasal 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
sesuai ha r us memenuh i -a .:!~L-.L. 

_l ..I. Ill U.C. I I air 

_. __ 
Ud.11 Pembuangan s r s a bahan galian yang tidak t e r pak.a i 

. ...., 
..I. I Pasal 

karena usaha pertambangan, Bupati dapat mencabut 
terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup 

kerugian _____ . _ _::, __ .... , _ 
111i:::11yco,1.1..1a L..ts.dl I yang bencana terjadi 

akan - .i... - • • -I.: - -· ·- L .: .&.. •• .._ - I . - - d. l..d.U UJ. J.Jt:::f l lJ. l,U!lyt<,.ctl I terj.adi hal 

14 

• 



BAB IX 

ayat (2) Pasal ini dapat diambil oleh pemegang 
SIPD setelah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. 

(1) dan (3) Uang jaminan sebagaimana tersebut ayat 

untuk kepada Bupati 11n::::11yu::::,ui ka1, 
Dinas Kepala maka dilaksanakan dengan 

C dapat galian golongan 
ga ngg ua n da n µt:, tt.;t:111a r an se bag a i a k i bat usa ha 

terhadap f.Jt:ll Id. I 1yQ U :i_ d I I Yd I I 
__._ - 
Udll (2) Untuk 

s anaan eksplorasi pemegang SIPD wajib member .i~d11 
uang jaminan eksplorasi dan d i se t.or pada Bank 
yang ditunjuk. 

(1) Untuk menJam1.n ke t e r t.Lban dan kt::::.a11yyUµa11 pelak- 

Pasal 21 
UANG JAMINAN 

\;.-,-T'"f"' 
Viii BAB 

dipertanggungjawabkan. 
dapa t _, ---- ··--- c\.Ld:::.dl I Ydl lY ijin dengan disertai pemegang 

kepada disampaikan ini ( ' - - 1) i-1asa1 ayat 
sebagaimana Pt:::r 111uhu11a11 (..3) Penolakan 

u.imcti<..:::.uu 

harus yang sejumlah uang jaminan reklamasi 
ui::::,e~u, pada Bank yang ditunjuk. 

dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal 
di t,t:( i111c111ya µt:::(111uhu11ct11. 

pemohon diselesaikan dan ~---.L UdfJd I.. sudah 
harus ini Pasal / .. '\ 

\.i J ayat dimaksud sebagaimana 
(2) Penolakan at.au oer se t.uj uan µ1:::1111ui1und11 penc i ut an 

yang µt:11t.;iui.,d11 sebagian wilayah pertambangan 
dikelolanya seca(a tertulis kepada Bupati. 

per mot IUI ldl I dapat 1.J in Pt:111t:yd1 ,y / .. ) \_i 

l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Pasal 20 



BAB IX 

dahulu~ 
b. Dibari ganti rug1 atau jaminan ganti rug1 terlebih 

dilakukan; 

d i be r I t.ahukan SIPD a.tau salinannya yang sah, 

sebagai ber i ku t : 

a. Sebelum perkerjaa.n dimulai dengan diperlihatkannya 

ketentuan dengan ___ _.c_, __ ~ 
IIIU I dt".d I.., 

_,, _ - - -- 
Ud'::>d I at.as pe r tamba nga. n I 

akan itu kegiatan "'-----.L 1- t:m I J.Jct I, dan - - , J 

md.r.:::.uu ten tang 

yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan us.aha 
tan.ah - . - - d. l-d:::. tana.h memperbolehkan pemegang SIPD at.as 

undancan yang be r Laku , maka kepada mereka yang be r hak 
Peraturan menurut ketentuan wilayah 

Apabila t.e Lah d i dapa t SIPD atas sesuatu dae r ah atau 

proporsional. 
dan bersama-sama secara mereka kepada 

(2) Ke r uq i an yang disebabkan oleh us.aha µt::r i...,:u11bG1.11Q.:s11 
dari 2 (du.a) atau lebih pemegang SIPD, dibebankan 

terlebih dahulu. 
diketahui tidak maupun dapat atau sengaJa 

per but.an i tu dilakukan dengan atau tid.ak dengan 

SIPD 
apakah memandang tidak dengan -1.:::., .. _ 

UJ. J. Ud. I maupun 
didalam lingkungan daerah atau wilayah 
ber ada diatas tanah kepada yang ber hak atas tanah 

yang sesuatu usahanya atas segala _J - ·- ~ Udl.L akibat 
(1) Pemegang SIPD diwaj Lbkan menggantikan ke r uq i an 

Pasal 
HUBUNGAN PEMEGANG SIPD DENGAN LINGKUNGAN 

BAB IX 

- 16 - 



(4) Dengan . 

ancaman pidana sebagaimana tersebut ayat (1) 

Pasal ini d i kerrakan t.e r hadao pengurusnya. 

maka Hukum. ,-, _ _. __ 
OdUdll Pasal ini dilakukan oleh (i) 

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 

lainnya. 
perundang-undangan per at.ur an _._ - 

Ud.11 1997 Tahun 

perusa.kan lingkungan hidup dikenakan ketentuan 
pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 

mengakibatkan pencemar.an dan a.tau (1) ayat 
; ,· 
.1.0 (2) Apabila pelanggaran sehubungan dimaksud Pasal 

( 

..! ........ - ·- •. - : - l-. '"\ 
JU l-d I UJJ.1.dll) • 

(lima 5.000.000,- denda setinggi-tingginya Rp. 
kurungan selama-lamnya 6 (enam) bulan dan atau 

pidana diancam dengan Pt::i, ai.u, d11 Dae r ah ini 
/ ....... 
\.1.) ·UimaksuU Pasal 6 ayat (1), 13 dan 16 ayat 

sebagaimana (1) Barang s r apa me Lariqqa r ketentuan 

Pasal 26 

KETENTUAN PIDANA 
BAB XI 

Daerah ini dan membe r i kan data yang d.i oer Lukan , 
Pt:11 a i.ur a11 ., . ..,, " 

L'+ 

petugas Pemegang SIPD wajib menerima kedatangan 

Pa.sa.l 25 

Pt:111ydwd::.d11 terhadap pelaksanaan usaha pertambangan 
dilaksanakan oleh Bupati dan atau Dinas/Badan/Kantor 
terkait sesuai bidang tugas dengan berpedoman pa.da 
per a t.ur an perundang-undangan yang be r Laku , 

Pasal 24 
PEi~GAWASAt; 

,,· 
I\ BAB 

; -.· 
.1. I 



.s:. ,:_...,__ 
I • lllt:111 J. I I l,Gl 

terhadap bahan bukti tersebut ; 
111t:11-uuku111t:11 lain serta melakukan 1Jt:11y.ii..c1c1n 

doku- --' - - Udll pencatatan (.Jt::IIIUUk.Uc11 I, 
L. •. l. .i....: 
UUI'. 1,.1. bah.an 

mendaoatkan e. melakukan penggeledahan untuk 

dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana; 

pribadi a.tau badan sehubungan dengan tindak 
pidana; 

c. meminta keterangan uan bahan bukti dari orang 
dengan tindak pidana; 
kebenaran oer bua t an yang d i Lakukan :::.t:i1ubu11yc111 

..., __ 
Udll buku-buku, catatan-catatan d • 111t:111e r .i k:::.c, 

tindak pidana agar keterangan a.tau laporan 
tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang 

dengan keterangan at.au laporan ut:1kt:11ctc111 
a. menerima. mencari, mengumpulkan dan meneliti 
(1) adalah : 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 

undangan yang berlaku. 
PemerinLah Daerah sesuai ketentuan perundang- 

tertentu di lingkungan Negeri Sipil Pegawai 
Pejabat dilakukan oleh 1n1, r.,,. - - ·- - L. ucn:H ctll Peraturan 

dalam dimaksud sebagaimana 
atas penyidikan "'----.::-1~1 .• , _ t't:I IY .1.U.1." v111u111, ··-.!-L..-.L t't:Jd!Jd I, 

r,,._'l, _..:. - 
0t:.1.ct.1.11 (1) 

Pasal 27 

BAB XII 

(1) dan (5) Tindak Pidana :::.t::bcty.i111ct11.:t dimaksud ayat 

alat-ala.t yang dipakai. 
~---L- _. __ 
1,t: I I ldUsdJJ tambahan pidana f.Jt::1ct111µc,:::.ctn dikenakan 

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan tindak pidana 
:::.eb<:1y<:1.i111c111c, dimaksud aya t (1) Pa.sal .i n i , dapa t 

18 

, 



.-;,.iii ii.i .. -...,,,, ...... - .. .._, .......... .._..-....--. A.,. , .. ,.--,, r 
I MnUl'I .r:.\.JV.L l'IUl"IUI"": '+"+ ;:)C. Ki C 

r.o-.·r 
t"'H Ii LEMBARAN DAERAH KABUPATEN 

r·~, A.....;:r-r r,o-.n1.1T' - 
vLHl'IC I l'"'KHWir<:u 

( 

SEKRET~r19 WILAYAH KABUPATEN PATI 

... -.......- ... ;,,,.. ... -,. 
LVV.C. 

Diundangkan di Pati 
pada tanggal 10 Juni 

T A S I M A i~ 

8UPATI PATI 

pada tanggal 10 Juni 2002 
•. - ...._.: 
t"'dLi Ditetapkan di 

Pati. Kabupaten r ... - - ·- - L LJdtl d.11 dalam Lembaran 1-Jt:ll l~lllf.Jd t annya 

dengan a rri r ... L 
LJd~I di I 

setiap orang Agar 

diundangkan. 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

30 Pasal 
.-.r 1•1 io-1 1r. 
l"'C.l'IU I VI"' KE-rEt~TUAi~ 
XIV BAB 

.J.,.. ~ _; - ; • L. - ·- '"'I. - ~ • • • , - - .: LiUd.~ U~fid~U ictyi. Daerah ini dinyatakan 
segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan 

maka ber Lakunya P~(atura11 Daerah r ru , Dengan 

- 20 - 



Pasal 10 ..... 

kurang dari 1 ha cukup dengan surat pernyataan pengelo 
laan lingkungan {SPPL). 

pengambilannya 5 m dari aliran sungai dan luasnya 

Ayat (1) 

Cukup jelas 
Pasal 8 

Cukup jelas 
Pasal 7 
Cukup jelas 

Pasal 6 

DAS yang - - _. _ 
f.JdUd ijin golongan pe r syar at.an Untuk 

Cukup jelas 
,-. , r 
l"'d,:::,d, ..l ;::) 

Cukup jelas 

Cukup jelas 
Pasal 4 

Pasal 3 
Cukup jelas 

.. , ..--- .. 
l""d.::C,.ct..l L 

Cukup jelas 
Pasal 1 

PASAL PENJELASAN PASAL T -r- 
..l .l. • 

untuk menetapkan pengaturan Usaha Pertambangan Bahan Galian 
Golongan C yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. 

Be r k a i tan dengan hal tersebut d i a t as , d i pandanq per Lu 

Golongan C, menjadi Barian Galian Usaha 
-' - - Udll pengawasan ·---l-·---- fJl::,1111..)..l ! ld.<:111, 

Daerah maka rangka pelaksanaan Otonomi _;_..,, __ 
Ud..ld.HI Bahwa 

1. PENJELASAN UMUM 

USAHA PERTAMBANGAN DAERAH BAGAN GALIAN GOLONGAN C 
-rl~i"IA!!o.1.,--. 

I C.l'i I HI'!\:> 

NOMOR 9 TAHUN 2002 
r • .n.··r.- 
l"'H I .l PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

ATAS 
PENJELASAN 



Cukup jelas 
Pasal 26 

Cukup jelas 

Cukup jelas 
Pas.al 25 

Cukup jelas 
Pasal 23 

~- _ .::_., -- 
'-,Ul".U!J JtU.a::. 

Pasal 22 
Cukup jelas 

Pas.al 21 
Cukup jelas 

··- - - "i .. ~;,.. t'd:C:,d.l LV 

Cukup jelas 

Cukup jelas 
Pas.al 18 

r-. •. :- •• - .::._.._ -- 
'-,UKUJ.J J~.ld::. 

Pasal 17 

Cukup jelas 
Pasal 16 

Cukup jelas 
Pasal 15 

Cukup jelas 

,..,,...., 
LI Pasal 

Pasal 14 
Cukup jelas 

Pasal 
t.er dahu'l u setelah d i paka i sudah di n3klamasi/dipul ihkan. 
Penciutan diberikan bilamana bekas d.ari luasan yang 

Ayat (2) 
Pasal 12 

Gukup jelas 

Cukup jelas 
Pasal ii 

Pasal 10 

- 2 - 
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/ 

Cukup jelas 
Pasal 30 

Cukup jelas 
Pasal 29 
Cukup jelas 

Pasal 28 
Cukup jelas 

Pasal 27 


